PEMERINTAHM KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHTURI PEMERINTAH DESA PAGOMGAN

PERATURAN DESA PAGONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA PAGONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGONGAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wajud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemalmmuran
masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan DBelanja Desa Tahun
Arggaran 2019 termuat dalarn Peraturan Desa Pagongen
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2015 yang disusun sesual dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa bverdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan  lingkungan, dan  kemandirian  sehingga
menciptakan  landasan  kuat  dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sdil
makmur dan sejahteras

¢,  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan kuruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendaparan dan Belanla Desa Pagongan
Tehun Anggaran 2019.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagalmana telab diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Momeor 47 Tahun 2013:

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegam;



I
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Peraturan Pernetintah Nomor 11 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomeor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Momor &
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menterl Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa:

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteti Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015
tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengarbilan Keputusan
Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
pembubaran Badar Usaha Milik Desa;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Mo. 16 Tahun 2018
teritang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMR/07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Gubernur Jawes Tengah MNomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengabh,
Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 fentang Bagi
Hasil Pejak dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupatl Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
Peraturan Bupati Tegal Nomor 2B Tahun 2C1E tentang
Petunjuk Petaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Rehab Rumah Tidak Layak Hunt Kabupaten Tegal Tahun
2018;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tshun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
Peraturan Bupaii Tegal Nomeor i Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Persturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pernyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2019;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,

Peraturan Bupati Tegal Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata
{ara Pengalokasian dan Pelaksanaan 5erta Penetapan Lokasi
dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019;



v. Peraturan Desa Pagongan Nemor 1 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerirmah Desa Pagongan
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

w. Persturan Desa Pagongan Momor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pagongan
Kecarmatan Dukuhturl Kabupaten Tegal Tahun 2015,

x. Peraturan Desa Pagongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Tunjangan Bagt Kepala Desa dan Perangkat Desa;

y. Peraturan Desa Pagongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGONGAN
Dan
KEPALA DESA PAGONCAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAMIA DESA PAGONGCAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagongan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagat
berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.595.112.813,00
2. Belanja Desa Rp 1.627.779.876,00
Surpuls/Defisit Rp (32.657.0632,00)
3. Pembiaysan
a. Penerimaen Pernbiayaan Rp 84,827.063,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 52.160,000,00
Selisih Pernbinyaan {a-b) Rp 32.667.063,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00
Pasal 2

Uratan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belenja Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan darl Peraturan
Desa ini.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APH Desa:
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

{1} Pemerintah Pesa dapal melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menggunakan anggaran
jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemenintah Desa dapat melakukan kegialan penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggaraniya, yang selanjutnya diusulkan
delam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,

(4} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria:

& bukan merupakan kegiatan normat dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya:
b. tidak dilarapkan terjadr secara berulang:
& berada diluar kendall dan pengaruh pemerintah Desa;
d. meriliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keJadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal: dan
e. betskala lokal desa,
Pasal &
Dalam hal terjadi:
2. penambahan dan/atsu pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanfa; dan
¢ kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelwmnya den menyebabkan SILPA
akan dilaksanakan dalam tahun berjatan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada
BPD,



Pasal 7
Peraturan Desz ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Pagongan.

Ditetapkan i : Desa Pagongan
Pada tanggal - [ Mei 2019

KEPNIA'DESA PAGONGAN,
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Diundangkan di : Desa Pagongan
Pada Tanggal P ME 2o G

Sekretaris DegaPagangan

WACHIDIN
LEMBARAN DESA PAGONGAN TAHUN 2013 NOMOR, s



